
  

 
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 04 

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 

NOMOR 04 TAHUN 2009 

TENTANG 

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TARAKAN, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalianusaha jasa konstruksi serta menciptakan iklim 
usaha yang sehat di Kota Tarakan, perlu diatur pemberian ijin 
usaha jasa konstruksi; 

b. bahwa atas penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu 
dikenakan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. 

Mengingat : 1.  Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 
Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3346 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3711) ; 

5. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang—
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 
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7. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3955 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881); 

21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian 
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 

24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 

25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor: 257/Kpts/M/2004 Tentang Standar Dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi; 

26. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi; 

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 349/KPTS/M/2004 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa 
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan); 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 
tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara 
Elektronik; 

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 

30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kota 
Tarakan Tahun 1999 No.11 Seri C — 01) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan 
Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil ( 
Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D 
— 09 ); 

31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10Tahun 2006 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran 
Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03Seri E-01); 

32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 
Nomor 6 Seri D-01); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


  

33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan 
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 8 Seri D-
03). 
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